
CAPAIAN KEGIATAN % KEGIATAN ANGGARAN

Rapat koordinasi identifikasi permasalahan dengan Asisten 

Deputi dan K/L Terkait

Rapat koordinasi tindaklanjut atas permasalahan capaian 

produksi dan capaian nilai ekspor produk kelautan dan 

perikanan dengan Asisten Deputi dan K/L Terkait

0

Rapat koordinasi identifikasi permasalahan dengan Asisten 

Deputi dan K/L Terkait

Rapat koordinasi tindaklanjut atas permasalahan capaian 

produksi dan capaian nilai ekspor produk kelautan dan 

perikanan dengan Asisten Deputi dan K/L Terkait

Kegiatan survey terkait capaian produksi dan capaian nilai 

ekspor produk kelautan dan perikanan

0

Kegiatan survey terkait capaian produksi dan capaian nilai 

ekspor produk kelautan dan perikanan

Rapat koordinasi tindaklanjut atas permasalahan capaian 

produksi dan capaian nilai ekspor produk kelautan dan 

perikanan dengan Asisten Deputi dan K/L Terkait

Rapat validasi angka capaian produksi dan capaian nilai ekspor 

produk kelautan dan perikanan

0

Kegiatan survey terkait capaian produksi dan capaian nilai 

ekspor produk kelautan dan perikanan

Rapat validasi angka capaian produksi dan capaian nilai ekspor 

produk kelautan dan perikanan

0

0

CAPAIAN KEGIATAN % KEGIATAN ANGGARAN

B03   : 

Dokumen Penerapan IKLI Tingkat Provinsi

Rakor Penerapan IKLI Tingkat Provinsi
25% #DIV/0!

Bahan Laporan Penerapan IKLI Tingkat 

Provinsi

0

Rakor Penerapan IKLI Tingkat Provinsi

Rakor Perkembangan dan Capaian IKLI

0

B09   : 

Dokumen Perkembangan Capaian IKLI TA 

2023

Rakor Perkembangan dan Capaian IKLI

75% #DIV/0!
Laporan Perkembangan dan Capaian IKLI

0

Rakor Monitoring dan Evaluasi IKLI (Fullday Meeting)

Rapat Penyusunan Laporan Capaian Angka Indeks Kelautan 

Indonesia TA 2023

0

0

CAPAIAN KEGIATAN % KEGIATAN ANGGARAN

Rakor Penerapan IKLI Tingkat Provinsi 5.000.000

% ANGGARAN EVIDENCENo. JUDUL KINERJA KRITERIA KEBERHASILAN
TARGET

25% 10%

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait  Perhitungan Indeks Kelautan 

Indonesia (IKLI)

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

IKU : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti

1 Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Jasa 

Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan 

Laut Indonesia (IKLI)

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan 

Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran 

Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)

B03   :  

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait  Perhitungan Indeks Kelautan 

Indonesia (IKLI)

RENCANA AKSI DUKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

IKU : Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan

JUDUL KINERJA KRITERIA KEBERHASILAN
TARGET

EVIDENCENo.

#DIV/0!

Data Angka Capaian Prognosa

25%

Anggaran B03

50%

Anggaran B06

75%

Anggaran B09

100%

B03   : 

Dokumen identifikasi permasalahan dan 

tindaklanjut dalam pencapaian produksi dan 

capaian nilai ekspor produk kelautan dan 

perikanan

B03   : 

Dokumen identifikasi permasalahan dan 

tindaklanjut dalam pencapaian produksi dan 

capaian nilai ekspor produk kelautan dan 

perikanan

B09   : 

Dokumen monitoring dan evaluasi terkait 

capaian produksi dan capaian nilai ekspor 

produk kelautan dan perikanan

% ANGGARAN

#DIV/0!

#DIV/0!
Dokumen Identifikasi Permasalahan 

Dokumen Tindak Lanjut

#DIV/0!
Dokumen Tindak Lanjut

Angka Capaian Sementara

1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia Didorongnya Capaian Angka Indeks Kelautan 

Indonesia TA 2023

B012 : 

Dokumen Capaian IKLI TA 2023

Anggaran B12

100% #DIV/0!

Laporan IKLI TA 2023

50%

B012 : 

Angka prognosa capaian produksi dan 

capaian nilai ekspor kelautan dan perikanan

IKU : Indeks Kesehatan Laut Indonesia

No. JUDUL KINERJA
TARGET

Anggaran B12

1 Laporan Capaian Produksi dan Capaian Nilai 

Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan

Didorongnya Capaian Produksi dan Capaian 

Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan

% ANGGARAN EVIDENCEKRITERIA KEBERHASILAN

Anggaran B03

B06   : 

Dokumen Perkembangan Capaian IKLI TA 

2023

#DIV/0!

Bahan Laporan Penerapan IKLI Tingkat 

Provinsi

Laporan Perkembangan dan Capaian IKLI
Anggaran B06

Anggaran B09

Dokumen Identifikasi Permasalahan

Dokumen Tindak Lanjut



Rakor Percepatan Monitoring dan Pengendalian Bisnis Proses 

(SOP) Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut 

Tingkat Es I

5.000.000

Rakor Tingkat Menteri Progres Bisnis Proses (SOP) 

Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut
5.000.000

Rakor Update Progres Marine Survey SKKL 5.000.000

Rakor monitoring dan pengendalian penyelenggaraan Bisnis 

Proses (SOP) Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah 

Laut

5.000.000

Rakor Monitoring dan Evaluasi Penetapan Alur Pipa dan/atau 

Kabel Bawah Laut Setiap Triwulan
5.000.000

Rakor Progres Penyelesaian Status BMKT yang Sudah 

Diangkat dengan Tim Pembagian BMKT
5.000.000

Rakor Progres pelaksanaan Perpres tentang BMKT 5.000.000

Rakor Progres pelaksanaan Perpres tentang BMKT 5.000.000

Rakor Capaian Pengelolaan Area Labuh Jangkar di Kepri 5.000.000

Rakor Pemanfaatan Pasir Laut 5.000.000

Rakor Tindak Lanjut FGD SDM Vokasi Kejuruan Maritim 5.000.000

60.000.000

Rakor Perkembangan dan Capaian IKLI 10.000.000

Rakor Monitoring dan Evaluasi Penetapan Alur Pipa dan/atau 

Kabel Bawah Laut Setiap Triwulan
10.000.000

Monitoring atau Kunjungan Lapangan Lokasi Gudang BMKT 

yang Sudah Diangkat 
10.000.000

Rakor Sosialisasi prepres tentang BMKT 10.000.000

Rakor Monitoring Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 30.000.000

Rakor Pemanfaatan Pasir Laut 15.000.000

Rakor sosialisasi Perpre tentang Pengelolaan Hasil 

Sedimantasi di Laut (Pasir Laut) 10.000.000

Rakor Tindak Lanjut FGD SDM Vokasi Kejuruan Maritim 

(Fullday Meeting) 25.000.000

Kunjungan Lapangan SDM Vokasi Kejuruan Maritim 30.000.000

Marine Spatial Planning and Services (MSPS) Expo 2023 50.000.000

200.000.000

Rakor Perkembangan dan Capaian IKLI 30.000.000

Rakor Monitoring dan Evaluasi Penetapan Alur Pipa dan/atau 

Kabel Bawah Laut Setiap Triwulan
30.000.000

Rakor Progres Penyelesaian Status BMKT yang Sudah 

Diangkat dengan Tim Pembagian BMKT
30.000.000

Rakor Sosialisasi prepres tentang BMKT 50.000.000

Monitoring atau Kunjungan Kerja Pengelolaan Area Labuh 

Jangkar di Kepri (di Batam)
50.000.000

Monitoring atau Kunjungan Lapangan Pemanfaatan hasil 

sendimentasi Laut di Kepri
50.000.000

240.000.000

Rakor Monitoring dan Evaluasi IKLI (Fullday Meeting) 30.000.000

Rakor Perkembangan dan Capaian IKLI 10.000.000

Rakor Monitoring dan Evaluasi Penetapan Alur Pipa dan/atau 

Kabel Bawah Laut Setiap Triwulan
20.000.000

Rakor Capaian Pengelolaan Area Labuh Jangkar di Kepri 20.000.000

Rakor Monitoring Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 20.000.000

100.000.000

100% 600.000.000 100%

Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapang permasalahan 

pelabuhan
15.000.000

Rapat Koordinasi  dan kunjungan lapang permasalahan SKPT
15.000.000

Evaluasi dan pelaporan 10.000.000

40.000.000

2 Pengendalian Kebijakan Pengembangan 

Infrastruktur Perikanan Tangkap

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan 

Pengembangan Sarana Prasarna Perikanan 

Tangkap yang Berkelanjutan

B03   : 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pengembangan Sarana Prasarana 

Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan

25% 8%

Dokumen Draf  Bab I (Latar Belakang) 

Kebijakan terkait Pengembangan Sarana 

Prasarana Perikanan Tangkap yang 

Berkelanjutan

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

Anggaran B03

Total Anggaran

75% 40%

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia 

(IKLI)

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

Anggaran B09

B012 : 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait  

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia 

(IKLI) Sesuai Permenko 12/2018 100% 17%

Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Perhitungan Indeks Kelautan 

Indonesia (IKLI)  

Outcome :Dokumen Perhitungan IKLI 

Agreat 2023 

25% 10%

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait  Perhitungan Indeks Kelautan 

Indonesia (IKLI)

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

Anggaran B03

B06   : 

Draf  Bab II (Deskripsi Isu) Kebijakan terkait  

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia 

(IKLI)

50% 33%

Draf  Bab II (Deskripsi Isu) Kebijakan 

terkait  Perhitungan Indeks Kelautan 

Indonesia (IKLI)

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat, 

masukan pertek, Persub

1 Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Jasa 

Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan 

Laut Indonesia (IKLI)

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan 

Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran 

Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)

B03   :  

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait  Perhitungan Indeks Kelautan 

Indonesia (IKLI)

Anggaran B06

B09   :

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait  

Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia 

(IKLI)

Anggaran B12



Rakor teknis penyelesaian permasalahan di pelabuhan 30.000.000

Rakor teknis penyelesaian permasalahan di SKPT 30.000.000

Kunjungan lapang gabungan dengan K/L terkait 65.000.000

Evaluasi dan pelaporan 7.500.000

132.500.000

Rapat koordinasi optimalisasi penyelesaian target kegiatan 40.000.000

Pendampingan dan fasilitasi kegiatan 150.000.000

Evaluasi dan pelaporan 10.000.000

200.000.000

Monitoring dan Evaluasi 100.000.000

Pelaporan 27.500.000

127.500.000

100% 500.000.000 100%

Rakor Penataan Perizinan Berusaha Tambak Udang 100.000.000

Sosialisasi Panduan Perizinan dan Pengawasan Usaha Tambak 

Udang

100.000.000

200.000.000 36%

Rakor Hotline Layanan Aduan Perizinan Usaha Berusaha 50.000.000

Rapat Monitoring dan Evaluasi Perizinan Usaha Berusaha 50.000.000

100.000.000 18%

Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pengawasan 

Perizinan Berusaha Tambak Udang

75.000.000

Rakor Tindak Lanjut Perizinan dan Pengawasan Usaha Tambak 

Udang

75.000.000

150.000.000 27%

B012 : 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait 

Akselerasi Produksi dan Revitalisasi 

Tambak Udang Sesuai Permenko 12/2018 

Rapat Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha 

Tambak Udang

100%

100.000.000 Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan  

terkait Akselerasi Produksi dan Revitalisasi 

Tambak Udang

Outcome: Dokumen Tindak Lanjut 

Kebijakan  terkait Akselerasi Produksi dan 

Revitalisasi Tambak Udang

100.000.000 18%

100% 550.000.000 100%

Pembahasan Draft Implementation Agreement 27.085.000

Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Kegiatan Tahun 2023 27.083.000

Monev lanjutan di lokasi-lokasi yang belum dikunjungi 27.083.000

Rapat Koordinasi dengan stakeholders  terkait 27.083.000

Rapat Koordinasi teknis kondisi terkini supply logistik untuk ekspor produk Biak 27.083.000

Rapat Koordinasi teknis terkait rencana perhitungan IKLI (Indeks Kinerja Logistik Ikan) tahun 202327.083.000

162.500.000

Penandatangan Implementation Agreement 16.250.000

Pembentukan Tim Task Force 16.250.000

Penyusunan Annual Work Plan 16.250.000

Rapat Koordinasi Teknis Mendorong Penetapan Sistem Pelayanan Terpadu dan Fasilitas Repacking dan Reoksigen di bandara IGNR16.250.000

Penyusunan Laporan Hasil Monev 16.250.000

Kunjungan Lapangan Bersama dan Workshop di Tambrauw 16.250.000

Penyusunan Draft Awal Kajian Pengembangan Industri di Kab Tambrauw 16.250.000

Rapat Koordinasi dengan 4 Kabupaten Penunjang (Biak, Sarmi, Yapen, Waropen) untuk supply produk ekspor16.250.000

Pendampingan 4 Kabupaten ke KKP 16.250.000

Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Penghitungan IKLI (Indeks Kinerja Logistik Ikan) Tahun 202316.250.000

162.500.000

Impelementasi Project Tahun I 23.216.000

Persiapan Launcing Hub Logistik Udara Bandara IGNRR 23.214.000

Finalisasi Laporan Hasil Monev 23.214.000

Pembuatan Kajian Peningkatan Daya Saing Produk KP di Kab Tambrauw 23.214.000 25%

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisis serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

 Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

25% 25%

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan 

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

Anggaran B03

B06   : 

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

50% 25%

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

 Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

Total Anggaran 

4 Pengendalian Kebijakan Pengelolaan 

Logistik Produk Kelautan dan Perikanan                        

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

B03   : 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

Anggaran B06

B09   :

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisis serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

75%

75%

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Akselerasi Produksi dan Revitalisasi 

Tambak Udang

Anggaran B09

Anggaran B12

25%

Dokumen Draf  Bab I (Latar Belakang) 

Kebijakan terkait Akselerasi Produksi dan 

Revitalisasi Tambak Udang

Anggaran B03

B06   : 

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Akselerasi Produksi dan Revitalisasi 

50%

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Akselerasi Produksi dan Revitalisasi 

Tambak Udang

Anggaran B12

Total Anggaran 

3 Pengendalian Kebijakan Akselerasi Produksi 

dan Revitalisasi Tambak Udang

Ditindaklanjutinya rancangan kebijakan 

akselerasi produksi dan revitalisasi tambak 

udang

B03:

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Akselerasi Produksi dan Revitalisasi 

Tambak Udang

Anggaran B06

B09   :

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Akselerasi Produksi dan Revitalisasi 

75%

2 Pengendalian Kebijakan Pengembangan 

Infrastruktur Perikanan Tangkap

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan 

Pengembangan Sarana Prasarna Perikanan 

Tangkap yang Berkelanjutan

40%

Dokumen Draf  Bab III (Evaluasi dan 

Analisa serta Pilihan Kebijakan) Kebijakan 

terkait Pengembangan Sarana Prasarana 

Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
Anggaran B09

B012 : 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan sesuai 

Permenko 12/2018 tentang Pengembangan 

100% 26%
Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Pengembangan Sarana Prasarana 

Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan

B06   : 

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Pengembangan Sarana Prasarana 

Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan

50% 27%

Dokumen Draf  Bab II (Identifikasi Isu) 

Kebijakan terkait Pengembangan Sarana 

Prasarana Perikanan Tangkap yang 

Berkelanjutan

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat
Anggaran B06

B09   : 

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pengembangan Sarana Prasarana 



Finalisasi Kajian Peningkatan Daya Saing Produk KP di Kab Tambrauw 23.214.000

Rapat Koordinasi Teknis Lintas Instansi dan Lion Air 23.214.000

Rapat Koordinasi Teknis Penguatanj Persiapan Penghitungan IKLI (Indeks Kinerja Logistik Ikan) Tahun 202323.214.000

162.500.000

Impelementasi Project Tahun I 23.216.000

Evaluasi Project Tahun I 23.214.000

Launching Hub Logistik Udara dari Bandara IGNR 23.214.000

Rapat Koordinasi Untuk Optimalisasi Pemanfaatan PLTS Atap dan ICS di 17 Lokasi 23.214.000

Rakor Lintas Instansi 23.214.000

Ekspor Perdana Produk KP Secara Langsung (direct flight) bersamaan dengan Sail Teluk Cendrawasih23.214.000

Dukungan Koordinasi Penghitungan IKLI (Indeks Kinerja Logistik Ikan) Tahun 2023 23.214.000

162.500.000

100% 650.000.000 100%

B03   : 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pemanfaatan Teknologi Iradiasi 

dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor 

Produk Kelautan dan Perikanan serta 

Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara 

Buyer;

Audiensi I PT.Nutech Company Ltd. Kepada Plt. Deputi SDM 

terkait dengan rencana pengembangan E-Beam/X-Ray Iradiator 

di tiga titik wilayah Indonesia

100% 10.000.000 8%

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pemanfaatan Teknologi Iradiasi 

dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor 

Produk Kelautan dan Perikanan serta 

Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara 

Buyer;  

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

10.000.000

Kunjungan Lapangan Fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih 15.000.000

Kunjungan Lapangan Fasilitas Iradiator PT. Eterna Surabaya 20.000.000

45.000.000

Koordinasi Pembuatan Kajian Rencana Pengembangan E-

Beam/X-Ray Iradiator di lokasi pelabuhan Bitung
20.000.000

Koordinasi Pembuatan Kajian Rencana Pengembangan E-

Beam/X-Ray Iradiator di lokasi pelabuhan Belawan, Medan
20.000.000

40.000.000

Koordinasi Pembuatan Kajian Rencana Pengembangan E-

Beam/X-Ray Iradiator di lokasi pelabuhan Surabaya
20.000.000

Evaluasi Rencana Pengembangan Pemanfaatan Teknologi 

Iradiasi bagi Produk Kelautan dan Perikanan
5.000.000

25.000.000

100% 120.000.000 100%

B03   :  

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu 

Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu 

Sampai Hilir yang Terintegrasi
Rapat Koordinasi terkait Rencana Pemetaan Standardisasi 

Kapasitas dan Kompetensi Petugas Mutu di Pelabuhan 

Perikanan

100%

30.000.000

17%

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu 

Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu 

Sampai Hilir yang Terintegrasi 

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

30.000.000

Kunjungan Lapangan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Barat 

Indonesia (DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)
20.000.000

Rapat Koordinasi terkait Rencana Pemetaan Standardisasi 

Kapasitas dan Kompetensi Petugas Mutu di Pelabuhan 

Perikanan wilayah barat Indonesia

25.000.000

Evaluasi Hasil Identifikasi Rencana Pemetaan Standardisasi 

Kapasitas dan Kompetensi Petugas Mutu di Pelabuhan 

Perikanan wilayah barat Indonesia

5.000.000

6

5 Pengendalian Kebijakan Peningkatan 

Jaminan Mutu Produk Kelautan dan 

Perikanan

Ditindaklanjutinya rancangan 

kebijakan pemanfaatan teknologi 

iradiasi bagi prduk kelautan dan 

perikanan

Pengendalian Kebijakan Peningkatan 

Jaminan Mutu Produk Kelautan dan 

Perikanan

Total Anggaran 

Anggaran B12

Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Pemanfaatan Teknologi Iradiasi 

dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor 

Produk Kelautan dan Perikanan serta 

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan 

Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk 

Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai 

Hilir yang Terintegrasi 

Anggaran B03

B06   : 

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu 

Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu 

Sampai Hilir yang Terintegrasi
100% 28%

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu 

Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu 

Sampai Hilir yang Terintegrasi 

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

100% 33%

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisis serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam 

Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk 

Anggaran B09

100% 21%

B12   : 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait 

Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam 

Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk 

B09   : 

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisis serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam 

100%

10.000.000

38%

Draf  Bab II (Identifikasi Isu ) Kebijakan 

terkait Pemanfaatan Teknologi Iradiasi 

dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor 

Produk Kelautan dan Perikanan serta 

Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara 

Buyer
Anggaran B06

Total Anggaran 

Anggaran B03

B06   : 

Draf  Bab II (Identifikasi Isu ) Kebijakan 

terkait Pemanfaatan Teknologi Iradiasi 

dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor 

Produk Kelautan dan Perikanan serta 

Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara 

Audiensi II PT.Nutech Company Ltd. Kepada Plt. Deputi SDM 

terkait dengan rencana pengembangan E-Beam/X-Ray Iradiator 

di tiga titik wilayah Indonesia

25%

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisis serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

 Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

Anggaran B09

B012 : 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan
100% 25%

Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

Outcome: Dokumen Tindak Lanjut  

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

4 Pengendalian Kebijakan Pengelolaan 

Logistik Produk Kelautan dan Perikanan                        

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

B09   :

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisis serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk 

Kelautan dan Perikanan

Anggaran B12

75%



50.000.000

Kunjungan Lapangan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Tengah 

Indonesia (Bali, Sulawesi)
20.000.000

Rapat Koordinasi terkait Rencana Pemetaan Standardisasi 

Kapasitas dan Kompetensi Petugas Mutu di Pelabuhan 

Perikanan wilayah tengah Indonesia

25.000.000

Evaluasi Hasil Identifikasi Rencana Pemetaan Standardisasi 

Kapasitas dan Kompetensi Petugas Mutu di Pelabuhan 

Perikanan wilayah tengah Indonesia

5.000.000

50.000.000

Kunjungan Lapangan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Timur 

Indonesia (Maluku dan Papua)

20.000.000

Rapat Koordinasi terkait Rencana Pemetaan Standardisasi 

Kapasitas dan Kompetensi Petugas Mutu di Pelabuhan 

Perikanan wilayah timur Indonesia

25.000.000

Evaluasi Hasil Identifikasi Rencana Pemetaan Standardisasi 

Kapasitas dan Kompetensi Petugas Mutu di Pelabuhan 

Perikanan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia

5.000.000

50.000.000

100% 180.000.000 44%

B03   : 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pengembangan Pemasaran Produk 

Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan

100%

175.000.000

25%

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pengembangan Pemasaran Produk 

Kelautan dan Perikanan

 Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

175.000.000

Koordinasi Perluasan Akses Pasar Ekspor Produk Kelautan 

Dan Perikanan

44.500.000 Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Pengembangan Pemasaran Produk 

Kelautan dan Perikanan

Koordinasi Perundingan Perdagangan Internasional 43.000.000

Koordinasi Peningkatan Ekspor Produk Perikanan dengan PT 

Perindo

43.500.000 Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

44.000.000

175.000.000

Koordinasi Pencapaian Target Nilai Ekspor 2023 85.000.000 Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisis serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pengembangan Pemasaran Produk 

Kelautan dan Perikanan

Koordinasi Dukungan Pelaksanaan NUSATIC 2023 90.000.000 Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

175.000.000

B012 : 

Dokumen Kertas Kerja  Kebijakan terkait 

Pengembangan Pemasaran Produk 

Kelautan dan Perikanan sesuai Permenko 

12/2018

Koordinasi Dukungan Ekspor Produk Kelautan Perikanan pada 

Sail Teluk Cendrawasih

100%

175.000.000

25%

Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Pengembangan Pemasaran Produk 

Kelautan dan Perikanan

Outcome :Dokumen Tindak Lanjut 

Kebijakan  kebijakan Penguatan 

Pemasaran Produk Kelautan dan 

Perikanan

175.000.000

100% 700.000.000 100%

Rakor Koordinasi dan Penetapan Permenko Marves Tentang 

Pedoman Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Dan Penyesuaian 

Rencana Aksi P3N

20.000.000

Rapat Koordinasi Laporan Progres Pelaksanaan Rencana Aksi 

P3N
20.000.000

25% 23%

Rancangan Permenko Pedoman 

Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan 

Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan 

Pemnbangunan Pergaraman Nasional 

Yang Siap Diharmonisasika

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Percepatan Pembangunan 

Pergaraman Nasional

Total Anggaran

8 Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman Ditindaklanjutinya rancangan Kebijakan 

Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman

B03: 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Percepatan Pembangunan 

Pergaraman Nasional

100% 25%

Anggaran B06

B09   :

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisis serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pengembangan Pemasaran Produk 

Kelautan dan Perikanan

100% 25%

7 Pengendalian Kebijakan Penguatan 

Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Ditindaklanjutinya rancangan kebijakan 

Penguatan Pemasaran Produk Kelautan dan 

Perikanan

Anggaran B03

B06   : 

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Pengembangan Pemasaran Produk 

Kelautan dan Perikanan

Anggaran B09

Anggaran B12

6

Total Anggaran 

100% 28%

Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu 

Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu 

Sampai Hilir yang Terintegrasi 

Outcome: Dokumen Tindak Lanjut 

Kebijakan terkait Harmonisasi Sistem 

Jaminan Mutu Produk Kelautan dan 

Perikanan dari Hulu Sampai Hilir yang 

TerintegrasiAnggaran B12

Pengendalian Kebijakan Peningkatan 

Jaminan Mutu Produk Kelautan dan 

Perikanan

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan 

Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk 

Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai 

Hilir yang Terintegrasi 

Anggaran B06

B09   : 

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk 

Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai 

Hilir yang Terintegrasi

100% 28%

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk 

Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai 

Hilir yang Terintegrasi 

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

Anggaran B09

B12 : 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait 

Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk 

Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai 

Hilir yang Terintegrasi Sesuai Permenko 

12/2018



Rapat Koordinasi transformasi PT Garam untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas hasil produksi dalam upaya pemenuhan 

target kebutuhan garam nasional 

20.000.000

Kunjungan lapangan monitoring pengendalian progres 

pemrosesan izin HGU bagi pelaku usaha ekstentifikasi lahan 

garam nasional di Teluk Kupang

20.000.000

Rapat Koordinasi kerjasama optimalisasi lahan garam rakyat 

dengan lahan garam milik PT Cheetam Flores Indonesia di 

Kabupaten Nagekeo

20.000.000

Rakor Pembaruan MoU kerjasama pemanfaatan pabrik 

pengolah garam rakyat menjadi garam industri Manyar Gresik 

antara BRIN dengan PT Garam

20.000.000

Rakor penguatan kelembagaan ekonomi petambak garam 

(project percontohan Koperasi Ronggolawe Tuban)
20.000.000

140.000.000

Rakor pemantauan pada lokasi SEGAR dan Rakor Menko 

Marves dalam rangka persiapan produksi tahun 2023
15.000.000

Koordinasi laporan Semester I TA 2023 tingkat K/L ke Menko 

Marves
15.000.000

Rakor Harmonisasi dan Penetapan Permenko Marves Tentang 

Pedoman Pemantauan, Evalusasi, Pelaporan dan Penyesuaian 

Rencana Aksi P3N

15.000.000

Rakor transformasi PT Garam untuk meningkatkan kuantitas 

dan kualitas hasil produksi dalam upaya pemenuhan target 

kebutuhan garam nasional

15.000.000

Koordinasi target produksi dan target pembangunan area 

ekstentifikasi lahan di NTT
15.000.000

Rakor MoU kerjasama optimalisasi lahan garam rakyat dengan 

lahan garam milik PT Cheetam Flores Indonesia di Kabupaten 

Nagekeo

15.000.000

Kunjungan Lapangan pengendalian pemanfaatan pabrik 

pengolah garam lokal untuk kesiapan produksi musim panen 

garam tahun 2023

15.000.000

Koordinasi pengembangan industri pengolah garam lokal 

menjadi garam farmasi untuk pemenuhan target kebutuhan 

garam farmasi th. 2023 & 2024

15.000.000

Sikronisasi aksesibilitas pasar melalui koordinasi antara 

kelompok ekonomi petambak garam dengan industri pengguna 

garam

15.000.000

135.000.000

Pengendalian Pelaksanaan pemantauan produksi garam pada 

lokasi SEGAR
25.000.000

Rapat Koordinasi Monitoring tindak lanjut atas pelaporan 

Semester I TA 2023
25.000.000

Sinkronisasi Pemanfaatan database berbasis sistem informasi 

terkait prediksi musim panen garam pada Lokasi SEGAR 25.000.000

Pengendalian produksi PT Garam dalam meningkatkan 

kuantitas dan kualitas hasil produksi dalam upaya pemenuhan 

target kebutuhan garam nasional

25.000.000

Monitoring aktivitas produksi pada area ekstentifikasi lahan di 

NTT
25.000.000

Monitoring aktivitas kerjasama antara petambak garam dengan 

PT Cheetam Flores Indonesia dalam optimalisasi lahan garam 

rakyat

25.000.000

Monitoring pemanfaatan pabrik pengolah garam lokal untuk 

produksi musim panen garam tahun 2023
25.000.000

Monitoring aktivitas pengolahan industri pengolah garam lokal 

menjadi garam farmasi
25.000.000

Monitoring aktivitas pemasaran kelompok ekonomi petambak 

garam rakyat
25.000.000

225.000.000

38%

Dokumen Analisa Produksi Garam Tahun 

2023

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analis serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Percepatan Pembangunan Pergaraman 

Nasional

Anggaran B09

25% 23%

Rancangan Permenko Pedoman 

Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan 

Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan 

Pemnbangunan Pergaraman Nasional 

Yang Siap Diharmonisasika

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Percepatan Pembangunan 

Pergaraman Nasional

Anggaran B03

B06: 

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Percepatan Pembangunan 

Pergaraman Nasional

50% 23%

Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Aksi Perpres P3n Semester I 2023

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Percepatan Pembangunan 

Pergaraman Nasional

8 Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman Ditindaklanjutinya rancangan Kebijakan 

Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman

B03: 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Percepatan Pembangunan 

Pergaraman Nasional

Anggaran B06

B09: 

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analis serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Percepatan Pembangunan Pergaraman 

Nasional

75%



Pelaksanaan pemantauan pada lokasi SEGAR Rakor Menko 

Marves dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi 

Perpres P3N TA 2023 serta Rencana Tahun 2024

15.000.000

Penyiapan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi TA 2023 10.000.000

Evaluasi prediksi musim panen garam pada Lokasi SEGAR 

tahun 2023 dan prediksi tahun 2024
10.000.000

Evaluasi 2023 dan penyiapan rencana tahun 2024 produksi PT 

Garam dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil 

produksi dalam upaya pemenuhan target kebutuhan garam 

nasional

10.000.000

Evaluasi aktivitas produksi pada area ekstentifikasi lahan di NTT 

dan Rencana Target 2024
15.000.000

Evaluasi aktivitas kerjasama antara petambak garam dengan 

PT Cheetam Flores Indonesia dalam optimalisasi lahan garam 

rakyat

10.000.000

Evaluasi pemanfaatan pabrik pengolah garam lokal dalam 

mengolah hasil produksi garam tahun 2023 dan Target 2024
10.000.000

Evaluasi dan pelaksanaan pengolahan industri pengolah garam 

lokal menjadi garam farmasi dan Rencana Target 2024 10.000.000

Evaluasi aktivitas pemasaran kelompok ekonomi petambak 

garam rakyat dan Rencana Target 2024
10.000.000

100.000.000

100% 600.000.000 100%

9 Pengendalian Kebijakan Pengembangan 

Industri Pengolahan Produk Perikanan dan 

Jaminan Usahanya

Rakor Identifikasi/pemetaan kebutuhan dan kendala industri 

perikanan/UMKM dalam pengembangan dan jaminan usahanya 

secara nasional

18.750.000

Rakor Fasilitasi kemudahan proses sertifikasi izin edar dan 

diversifikasi produk pada industri/UMKM kelautan dan perikanan 

dengan melibatkan BPOM, Kementerian Perindustrian dan K/L 

lain yang terkait

18.750.000

Rakor Dukungan akses permodalan bagi koperasi sektor 

Kelautan Perikanan melalui koordinasi dengan 

Kementerian/Lembaga terkait

18.750.000

Dukungan Pembangunan Kincir Air Buatan Dalam Negeri 

untuk memenuhi kebutuhan budidaya udang (komoditas 

payau) nasional dan ketergantungan pada kincir air impor 
18.750.000

Fasilitasi dan dukungan hilirisasi terhadap industrialisasi 

komoditi rumput laut dalam negeri
18.750.000

Fasilitasi dan mendorong hilirisasi terhadap diversifikasi 

produk rumput laut baik skala UMKM maupun industri
18.750.000

Fasilitasi pengembangan diversifikasi produk olahan 

rumput laut dengan dorongan sinergi PT Rumah Rumput 

Laut dengan pelaku usaha/UMKM rumput laut di 

Kepulauan Riau

18.750.000

Rakor Fasilitasi dan dukungan terhadap pembangunan hingga 

pemanfaatan reefer container buatan dalam negeri untuk 

mendukung sistem rantai dingin perikanan Indonesia 

18.750.000

150.000.000

Rakor dalam rangka percepatan progres sertifikasi izin 

edar produk pangan olahan, obat tradisional dan 

suplemen kesehatan Bali Forages milik PT SAPI

40.000.000

Rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi permohonan 

bantuan sarana, prasarana dan infrastruktur koperasi 

nelayan

40.000.000

Dokumen Rekomendasi kebijakan 

kemudahan izin edar pelaku usaha industri 

perikanan/ UMKM/ Koperasi

Dokumen rekomendasi kebijakan 

pengembangan inovasi produk kelautan 

dan perikanan buatan dalam negeri

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait  Pengembangan Industri Perikanan 

dan Jaminan Usahanya

Anggaran B03

B06:  

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait  Pengembangan Industri Perikanan 

dan Jaminan Usahanya

50% 29%

Dokumen Rekomendasi kebijakan 

kemudahan izin edar pelaku usaha industri 

perikanan/ UMKM/ Koperasi

Dokumen rekomendasi kebijakan 

pengembangan inovasi produk kelautan 

dan perikanan buatan dalam negeri

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait  Pengembangan Industri Perikanan 

dan Jaminan Usahanya

Total Anggaran 

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan 

Pengembangan Industri Perikanan dan 

Jaminan Usahanya

B03:

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait  Pengembangan Industri Perikanan 

dan Jaminan Usahanya

25% 21%

B012 :  

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait 

Percepatan Pembangunan Pergaraman 

Nasional Sesuai Permenko 12/2018

100% 17%

Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Percepatan Pembangunan 

Pergaraman Nasional Sesuai Permenko 

12/2018

Outcome: Dokumen TIndak Lanjut 

Kebijakan Pengendalian Kebijakan Industri 

Pergaraman

8 Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman Ditindaklanjutinya rancangan Kebijakan 

Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman

Anggaran B12



Koordinasi teknis penyiapan proposal kedaireka untuk 

penelitian rantai dingin cerdas yang merupakan kerja 

sama antara Perguruan Tinggi (ITB), Pemerintah 

(Kemenko Marves dan Kementerian BUMN) dan Badan 

Usaha (BUMN)

40.000.000

Fasilitasi sertifikasi TKDN dan SNI untuk reefer container 

kapasitas 20 dan 40 feet 
40.000.000

Monitoring progres pemanfaatan kincir air buatan dalam 

negeri yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah (KKP) 

maupun swasta

40.000.000

200.000.000

Fasilitasi kerja sama pengadaan 62 unit reefer container 

produksi PT INKA yang rencananya akan digunakan pada 

armada kapal PT PELNI

50.000.000

Monitoring progres dukungan izin edar produk 

industri/UMKM sektor perikanan yang telah mendapatkan 

sertifikat izin edar dari BPOM serta identifikasi 

permasalahan/kendala dan strategi penyelesaian masalah 

50.000.000

Monitoring progres pemanfaatan reefer container buatan 

dalam negeri pada project penelitian rantai dingin cerdas 

serta perkembangan pembangunan reefer container 

portable pada Bandara-Bandara transit 

50.000.000

Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan reefer 

container buatan dalam negeri berbasis energi panel 

surya guna memenuhi kebutuhan pelaku usaha rantai 

dingin khususnya pada daerah 3T yang memiliki 

keterbatasan listrik

50.000.000

Uji coba pemanfaatan reefer container buatan dalam 

negeri pada SKPT dan di lokasi pilot project kerja sama 

penelitian rantai dingin (Banda Neira)

50.000.000

250.000.000

Rakor Penyusunan Rumusan Kebijakan Pengembangan 

Industri Perikanan dan Jaminan Usahanya

16.500.000

Kunjungan lapangan dalam rangka monitoring hasil 

fasilitasi akses permodalan bagi koperasi sektor perikanan 16.500.000

Rakor Evaluasi hasil uji coba pemanfaatan reefer 

container pada lokasi pilot project dan identifikasi strategi 

optimalisasi 

16.500.000

Konjungan Lapangan monitoring dan evaluasi hasil 

pemanfaatan kincir air buatan dalam negeri dan pemetaan 

industri manufaktur yang mampu memproduksi kincir air 

sesuai dengan standar yang ada sebagai bahan 

pengembangan produksi kincir air buatan dalam negeri 

pada tahun berikutnya

16.500.000

Kunjungan lapangan dalam rangka monitoring dan 

evaluasi perkembangan tingkat pemanfaatan reefer 

container buatan dalam negeri dengan sumber energi 

panel surya serta identifikasi hambatan sebagai bahan 

evaluasi pada tahun mendatang

17.000.000

Rakor monitoring dan evaluasi hasil kerja sama penelitian 

rantai dingin antara Perguruan Tinggi, Pemerintah dan 

BUMN

17.000.000

100.000.000

100% 700.000.000 100%Total Anggaran 

Dokumen Rekomendasi kebijakan 

kemudahan izin edar pelaku usaha industri 

perikanan/ UMKM/ Koperasi

Dokumen rekomendasi kebijakan 

pengembangan inovasi produk kelautan 

dan perikanan buatan dalam negeri

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait  

Pengembangan Industri Perikanan dan 

Jaminan Usahanya

Anggaran B09

B012 :  

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait 

Pengembangan Industri Perikanan dan 

Jaminan Usahanya Sesuai Permenko 

12/2018

100% 14%

Output: Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Pengembangan Industri Perikanan 

dan Jaminan Usahanya 

Outcome: Dokumen TIndak Lanjut  

Kebijakan 'Pengembangan Industri 

Perikanan dan Jaminan Usahanya

B06:  

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait  Pengembangan Industri Perikanan 

dan Jaminan Usahanya

50% 29%

Dokumen Rekomendasi kebijakan 

kemudahan izin edar pelaku usaha industri 

perikanan/ UMKM/ Koperasi

Dokumen rekomendasi kebijakan 

pengembangan inovasi produk kelautan 

dan perikanan buatan dalam negeri

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait  Pengembangan Industri Perikanan 

dan Jaminan Usahanya

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan 

Pengembangan Industri Perikanan dan 

Jaminan Usahanya

Anggaran B06

B09: 

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait  

Pengembangan Industri Perikanan dan 

Jaminan Usahanya

75% 36%

Anggaran B12



Rakor Pembaharuan Implementing Arrangement Pendirian 

MTCRC
5.000.000

Rakor Penyusunan Implementing Arrangement (IA) Establishing 

Integrated Ocean Fisheries Technology Training Center and 

Enhacing Capacity Building in Indonesia

10.000.000

MoU antara MTCRC dan BPPSDM Kementerian KP untuk ODA 

Integrated Capacity Building.
5.000.000

Rapat Penyusunan Draf Implementing Arrangement bersama 

Asdep 3, MTCRC, dan National Institute of Fisheries Science 

Korea (NIFS)

6.000.000

Rapat Finalisasi Implementing Arrangement bersama Korean 

Hydrographic and Oceanographic Agency Korea terkait ODA 

Establishment of Application System for Managing Indonesian 

Waters Using Korean Geostationary Satellite

6.000.000

Rapat Koordinasi Usulan ODA Project Blue Carbon Ecosystem 

Enchancement ODA Project 2024
6.000.000

Workshop International Blue Carbon Expert 6.000.000

Rakor Addendum Implementing Arrangement Pendirian MTCRC
6.000.000

50.000.000

Rapat Koordinasi Penyusunan Implementing Arrangement 

Establishing Integrated Ocean Fisheries Technology Training 

Center and Enhacing Capacity Building in Indonesia

10.000.000

Signing Ceremony MoU antara MTCRC dan BPPSDM 

Kementerian KP untuk ODA Integrated Capacity Building. 30.000.000

Rapat Koordinasi terkait Penentuan Perguruan Tinggi dalam 

Integrated Capacity Building ODA Project 2023
10.000.000

MOU dengan beberapa Universitas di Korea dan Indonesia 

(Bertepatan dengan Kunjungan Korea)
70.000.000

Rakor Pengendalian Pelaksanaan ODA Project serta Monitoring 

dan Evaluasi
10.000.000

Penyampaian draf project concept paper ODA Project Blue 

Carbon
10.000.000

Kunjungan Lapangan Monitoring dan Integrasi pemanfaatan 

barang riset hasil hibah ODA Project
10.000.000

150.000.000

Rakor Pengendalian dan Monev ODA Project Integrated Ocean 

Fisheries Technology Training Center and Enhacing Capacity 

Building dan ODA Establishment of Application System for 

Managing Indonesian Waters Using Korean Geostationary 

Satellite

50.000.000

Dokumen Laporan Monitoring 2 ODA 

Project (ODA Project Integrated Ocean 

Fisheries Technology Training Center and 

Enhacing Capacity Building dan ODA 

Establishment of Application System for 

Managing Indonesian Waters Using 

Korean Geostationary Satellite)

Rakor Tindak Lanjut Usulan ODA Project Blue Carbon 

Ecosystem Enchancement 2024
50.000.000

Rapat finalisasi barang  hibah ODA Project dan monitoring 

pemanfaatan barang risethasil hibah ODA
50.000.000

Rapat Koordinasi Bussines Matching Produk Kelautan dan 

Perikanan hasil Riset dan Industri dalam negeri 
50.000.000

200.000.000

B06: 

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Pemanfaatan Riset pada Sektor 

Kemaritiman

50% 30%

Dokumen MOU Kemenko Marves, MTCRC 

dan BPPSDM KKP terkait Peningkatan 

Capacity Buuilding

Dokumen MOU Kemenko Marves, MTCRC 

dan Univeristas2 di Indonesia dan Korea 

Terkait peningkatan Capacity Building

Dokumen Project Concept Paper ODA 

Project Blue Carbon 2024

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Pemanfaatan Riset pada Sektor 

Kemaritiman

75% 40%

10 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Riset 

dan Inovasi dalam Penguatan Hilirisasi 

Sumber Daya Maritim   

Ditindaklanjutinya rancangan pengendalian 

Kebijakan Riset dan Inovasi dalam 

Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Maritim   

B03:

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pemanfaatan Riset pada Sektor 

Kemaritiman

Anggaran B06

B09: 

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pemanfaatan Riset pada Sektor 

Kemaritiman

Dokumen Rekomendasi Kebijakan Kerja 

Sama Riset Penunjang Industri KP antara 

akademisi, pelaku usaha dan pemerintah

 

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pemanfaatan Riset pada Sektor 
Anggaran B09

25% 10%

Dokumen Addendum Implementeing 

Arrangement (IA) MTCRC 

Draf IA ODA Project Seaweed dan 

Napoleon Fish

Dokumen Draf IA ODA Establishing 

Integrated Ocean Fisheries Technology 

Training Center and Enhacing Capacity 

Building in Indonesia 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pemanfaatan Riset pada Sektor 

Kemaritiman

Anggaran B03



Rapat Monitoring dan Evaluasi  ODA Establishing Integrated 

Ocean Fisheries Technology Training Center and Enhacing 

Capacity Building in Indonesia dan ODA ODA Smart Aquculture 

Technology and Facility Support for Seaweed and Napoleon 

Fish in Indonesia

35.000.000

Rapat Koordinasi Finalisasi Implementing Arrangement (IA) dan 

Monitoring ODA Establishment of Application System for 

Managing Indonesian Waters Using Korean Geostationary 

Satellite

35.000.000

Rapat Koordinasi Penyusunya Final Report ODA Project Ocean 

and coastal basic survey and capacity enhancement in cirebon, 

Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2023

30.000.000

100.000.000

100% 500.000.000 100%

Rapat Identifikasi Permasalahan Major Project Sektor Sumber 

Daya Maritim
15.000.000

Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pengendalian Major Project 

Sektor Sumber Daya Maritim
15.000.000

Rapat Penelaahan atas Identifikasi Permasalahan Major Project 

Sektor Sumber Daya Maritim
16.000.000

46.000.000

Rapat Identifikasi Program Pengendalian Proyek Strategis 

Nasional Sektor Ruang Laut dan Pesisir
30.000.000

Rapat Identifikasi Program Pengendalian Proyek Strategis 

Nasional Sektor Perikanan Tangkap
30.000.000

Rapat Identifikasi Program Pengendalian Proyek Strategis 

Nasional Sektor Perikanan Budidaya
30.000.000

Rapat Identifikasi Program Pengendalian Proyek Strategis 

Nasional Sektor Produk KP
30.000.000

120.000.000

Survei dan kunjungan lapangan dalam rangka monitoring 

pelaksanaan Pengendalian Proyek Strategis Nasional Bidang 

Sumber Daya Maritim

200.000.000

Rapat Teknis Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Proyek 

Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim
25.000.000

Rapat Koordinasi Tk. Menteri Evaluasi Akhir Tahun 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bidang Sumber Daya 

Maritim

25.000.000

Pelaksanaan Koordinasi dalam Forum Luar Negeri 200.000.000

450.000.000

B012 : 

Kertas Kerja Kebijakan terkait Pelaksanaan 

Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang 

Sumber Daya Maritim TA 2023

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

Bidang Sumber Daya Maritim

100% 34.000.000 5%

Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

terkait Pelaksanaan Proyek Prioritas 

Strategis Nasional Bidang Sumber Daya 

Maritim TA 2023

Outcome: Dokumen Tindaklanjut  

kebijakan terkait Pelaksanaan Proyek 

Prioritas Strategis Nasional Bidang 

Sumber Daya Maritim TA 2023

34.000.000

650.000.000

CAPAIAN KEGIATAN % KEGIATAN ANGGARAN

B03   : Persetujuan Teknis MKP terhadap 

Dokumen Final/ Materi Teknis Pengaturan 

Ruang Perairan Pesisir

Rapat pembahasan isu terkait integrasi RTRWP/ RTR KSN/ 

RTRWN 25%

25.000.000
Surat Asdep terkait Masukan terhadap 

Dokumen Final

25.000.000 154%

Rapat pembahasan isu terkait integrasi RTRWP/ RTR KSN/ 

RTRWN

1 Penyelesaian Rencana Zonasi Mendorong terbitnya Perda RTRWP dan/atau 

Perpres RTR KSN/RZKAW 

Anggaran B03

B06   : Ranperda RTRWP yang dievaluasi 

oleh Kemendagri dan/atau RPerpres RTR 

yang dilakukan harmonisasi oleh Kumham
50%

25.000.000 Surat Asdep terkait Masukan terhadap 

Rancangan Perpres (Harmonisasi)

% ANGGARAN EVIDENCE

18%

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Pelaksanaan Proyek Prioritas 

Strategis Nasional Bidang Sumber Daya 

Maritim TA 2023

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

IKU : Persentase Isu-Isu Strategis yang ditindaklanjuti

No. KOMPONEN KRITERIA KEBERHASILAN
TARGET

Total Anggaran

11 Pengendalian Kebijakan  Pelaksanaan 

Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang 

Sumber Daya Maritim TA 2023

Ditindaklanjutinya Rancangan Kebijakan  

Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis 

Nasional Bidang Sumber Daya Maritim TA 

2023

B03   : 

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pelaksanaan Proyek Prioritas 

Strategis Nasional Bidang Sumber Daya 

Maritim TA 2023

Anggaran B06

B09   : 

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis 

Nasional Bidang Sumber Daya Maritim TA 

2023
75% 69%

Draf  Bab III (Evaluasi dan Analisa serta 

Pilihan Kebijakan) Kebijakan terkait 

Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis 

Nasional Bidang Sumber Daya Maritim TA 

2023

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

Anggaran B09

Anggaran B12

25% 7%

Draf  Bab I (Latar Belakang) Kebijakan 

terkait Pelaksanaan Proyek Prioritas 

Strategis Nasional Bidang Sumber Daya 

Maritim TA 2023

Data dukung : Nota Dinas, risalah rapat

Anggaran B03

B06   : 

Draf  Bab II (Identifikasi Isu) Kebijakan 

terkait Pelaksanaan Proyek Prioritas 

Strategis Nasional Bidang Sumber Daya 

Maritim TA 2023
50%

10 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Riset 

dan Inovasi dalam Penguatan Hilirisasi 

Sumber Daya Maritim   

Ditindaklanjutinya rancangan pengendalian 

Kebijakan Riset dan Inovasi dalam 

Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Maritim   

Anggaran B12

B12: 

Dokumen Kertas Kerja Kebijakan terkait 

Pemanfaatan Riset pada Sektor 

Kemaritiman Sesuai Permenko 12/2018

100% 20%

Output : Dokumen Kertas Kerja Kebijakan 

'terkait Riset dan Inovasi dalam Penguatan 

Hilirisasi Sumber Daya Maritim 

Outcome: Dokumen tindak lanjut 

Kebijakan 'Riset dan Inovasi dalam 

Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Maritim



Rapat pembahasan isu terkait penetapan RTRWP/ RTR KSN/ 

RZKAW

25.000.000 154%

Rapat pembahasan isu terkait penetapan RTRWP/ RTR KSN/ 

RZKAW

Rapat pembahasan isu terkait pemanfaatan ruang laut

25.000.000 154%

Rapat pembahasan isu terkait penetapan RTRWP/ RTR KSN/ 

RZKAW

Rapat pembahasan isu terkait pemanfaatan ruang laut

25.000.000 154%

100% 100.000.000 615%

Finalisasi member Task Force Institution

Rakor Task Force, Technical Commitee dan Steering 

Committee

30.000.000 129%

Data dissemination by TF members and Secretary 

Execute the related activities on four pillars of NBAAP

20.000.000 86%

Execute the related activities on four pillars of NBAAP

Monitoring and evaluation of program

30.000.000 129%

Review the updated database, providing recommendation, and 

coordinate with four TFs

Rakor akhir tahun TF, TC dan SC

Finalisasi output NBAAP 2023

50.000.000 215%

100% 130.000.000 560%

Sosialisasi program Blue Halo S di WPP 572 20.000.000

Kick off meeting studi pilot project di WPP 572 25.000.000

Pendampingan studi terkait pilot project di WPP 572 15.000.000

60.000.000

Rapat koordinasi penyusunan dan pengaturan mekanisme 

adaptasi ekonomi biru

25.000.000

Pengembangan instrumen pendukung Blue Halo S 10.000.000

Kunjungan lapang di WPP 572 20.000.000

55.000.000

B09   : 

Analisis Kerentanan Iklim, Sumber Daya 

Alam, Ekosistem dan Profil Emisi

Implementasi rencana aksi mekanisme adaptasi ekonomi biru 15.000.000

Analisis Kerentanan Iklim, Sumber Daya 

Alam, Ekosistem, Profil Emisi

Supervisi program Blue Halo S 40.000.000

55.000.000

Pendampingi diseminasi studi pilot project di WPP 572 10.000.000

Monitoring dan evaluasi program 10.000.000

Finalisasi laporan studi dan dokumen proposal Blue Halo S 10.000.000

30.000.000

100% 200.000.000 100%

Rapat koordinasi pengembangan ibu kota Sofifi 25.000.000

Kunjungan kerja dan pemantauan pengembangan ibu kota 

Sofifi

30.000.000

Rapat koordinasi tingkat Menteri 15.000.000

70.000.000

Rapat koordinasi percepatan perkembangan pemabngaunan 

ibu kota Sofifi

25.000.000

Rapat koordinasi dukungan pendanaan pembangunan ibu kota 

Sofifi

15.000.000

Kunjungan Lapang 30.000.000

25% 28% Dokumen analisis pembangunan Sofifi

Anggaran B03

B06   : 

Pengaturan Mekanisme Pendanaan 

(Deskripsi Isu)

50% 28%
Dokumen Perkembagan Pembangunan 

Ibu Kota Sofifi

Anggaran B06

Anggaran B12

Total Anggaran

4 Koordinasi Pembangunan Ibu Kota Sofifi 

Maluku Utara

Mendorong Penyelesaian Pembangunan Ibu 

Kota Sofifi B03   : 

Rancangan Pemetaan Kegiatan

Laporan Penyelenggaraan kegiatan dari 

setiap Pilar NBAAP 

75% 28%

Dokumen Analisis Kerentanan Iklim, 

Sumber Daya Alam, Ekosistem, Profil 

Emisi, Surat Undangan dan Nota Dinas

Anggaran B09

B012 : 

Desain Mekanisme Adaptasi Blue Halo S
100% 15%

Dokumen Mekanisme Adaptasi Blue Halo 

S

Dokumen Progres NBAAP Tahun 2023

Anggaran B12

Total Anggaran Komponen ISU STRATEGIS

3 Koordinasi Blue Halo S Mendorong Terselesaikannya Studi 

Pendahuluan untuk Pendanaan Blue Halo S
B03   : 

Rancangan Kemitraan Pusat, Daerah dan 

Mitra Pembangun

25% 30%
Dokumen Kick off Kemitraan, Surat 

Undangan dan Nota Dinas

Anggaran B03

B06   :

Pembentukan Tim Teknis dan Analisis 

Kontekstual Proyek

50% 28%

Dokumen Tim Teknis, Dokumen Analisis 

Kontekstual, Surat Undnagan dan Nota 

Dinas

SK Task Force NBAAP

Anggaran B03

B06   : 

Tersedianya task force NBAAP

Tersusunnya laporan persiapan 

50%
20.000.000

1 Penyelesaian Rencana Zonasi Mendorong terbitnya Perda RTRWP dan/atau 

Perpres RTR KSN/RZKAW 

Anggaran B06

B09   : Legalisasi RPerpres RTR oleh 

Kemensetneg 75%

25.000.000

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Diseminasi NBAAP

Anggaran B12

Total Anggaran Komponen ISU STRATEGIS

2  Pelaksanaan National Blue Agenda Action 

Partnership (NBAAP)

Mendorong Pelaksanaan National Blue 

Agenda Action Partnership (NBAAP)

B03   : Terbentuknya SK Task Force NBAAP

25%

30.000.000

Anggaran B09

B012 : 

Tersedianya Dokumen Kerjasama 

Internasional dalam Kerangka EEC

100%

50.000.000

Anggaran B06

B09   :

Tersusunnya laporan penyelenggaraan 
75%

30.000.000

B06   : Ranperda RTRWP yang dievaluasi 

oleh Kemendagri dan/atau RPerpres RTR 

yang dilakukan harmonisasi oleh Kumham
50%

25.000.000 Surat Asdep terkait Masukan terhadap 

Rancangan Perpres (Harmonisasi)

Surat Menko terkait Paraf pada 

Rancangan Perpres tentang Rencana Tata 

Ruang/ Rencana Zonasi

Anggaran B09

B012 : 

Terbitnya Perda RTRWP dan/atau Perpres 

RTR KSN/RZKAW

100%

25.000.000
Perda RTRWP terintegrasi, Perpres RTR 

KSN terintegrasi, Perpres RZKAW



70.000.000

Rapat koordinasi pencapaian target pembangunan ibu kota 

Sofifi

35.000.000
28%

Rapat koordinasi pemetaan ASN 35.000.000

70.000.000

Monitoring dan evaluasi program 20.000.000

Finalisasi laporan studi dan dokumen proposal Blue Halo S 20.000.000

40.000.000

100% 250.000.000 100%

Rapat Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang 50.000.000

Rapat Koordinasi Implementasi Crash Program Peningkatan 

Produksi Udang

50.000.000

100.000.000

B06   : 

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 

TW II

Rapat Koordinasi Revitalisasi Saluran Irigasi Tambak Udang 

seluas 4000 ha 50%

25.000.000

10%

Dokumen Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan TW II

25.000.000

Rapat Koordinasi Peningkatan Tambak Tradisional ke 

Tradisional Plus

25.000.000

Rapat Koordinasi Climate Smart Shrimp 50.000.000

75.000.000

Rapat Monev Tambak Modelling di Kebumen 25.000.000

Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait Revitalisasi Tambak 

Udang

25.000.000

50.000.000

100% 250.000.000 100%

B03   : Teridentifikasinya permasalahan 

utama dari kendala ekspor produk KP ke 

Tiongkok

Rakor lintas K/L terkait Penyelesaian Kendala Ekspor pasca 

Kasus Penolakan Produk Kelautan Perikanan Indonesia oleh 

GACC China

10.000.000

Koordinasi terhadap 177 UPI yang belum mendapatkan respon 

GACC

5.000.000

Koordinasi terhadap 161 UPI yang tidak mau melakukan 

regristerasi melalui China Import Food Enterprises Registration 

(CIFER)

5.000.000

Koordinasi terhadap 16 UPI yang belum dapat melakukan 

proses regristerasi melalui CIFER dikarenakan masih berstatus 

suspend (kasus temuan covid)

5.000.000

Koordinasi Dukungan Kemenko Marves pada Pertemuan 

bilateral antar tingkat Menteri Luar Negeri di Jakarta 22 Februari 

2023 , dimana direncanakan permasalahan GACC akan 

disandingkan dalam pertemuan dimaksud

5.000.000

Koordinasi Dukungan Kemenko Marves Penyelesaian 

Perbedaan HS Code antara Indonesia dan China

5.000.000

Koordinasi Dukungan persiapan men-KP ke China dalam 

rangka komunikasi Permasalahan Produk KP ke China

5.000.000

Anggaran B03 40.000.000

Rakor Menko terkait Penyelesaian Permasalahan Produk KP ke 

China

10.000.000

Pendampingan BKIPM KKP ke Kementerian GACC guna 

pembahasan penyelesaian kasus penolakan

300.000.000

Anggaran B06 310.000.000

100% 350.000.000 100%

Koordinasi Teknis Perizinan OceanX 10.000.000

Koordinasi Kunjungan OceanX ke Indonesia (K/L Terkait) 10.000.000

Koordinasi pelaksanaan Call for Proposal Riset OceanX 10.000.000

Penyusunan Draft MoU dan IA Kerja Sama OceanX 10.000.000

25% 25%
Dokumen draf MOU dan IA Kerjasama 

Indonesia-OceanX

Total Anggaran Komponen ISU STRATEGIS

7 Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan 

OceanX

Ditindaklanjutinya Kerja Sama Penelitian 

Riset Kelautan OceanX

Tersusunnya Draft MOU dan IA 

Kerjasama Indonesia-Ocean X

hasil koordinasi dan hasi kunjungan 

lapangan

B06   : Terselesaikannya permasalahan 

kasus penolakan ekspor produk KP 

sehingga para pelaku usaha/UPI dapat 

melakukan ekportasi produk KP dengan 

lancar

100% 89%

Dokumen dari BKIPM KKP terkait data 

penurunan jumlah UPI yang terkena 

suspend oleh GACC dan data peningkatan 

jumlah UPI yang teregistrasi di CIFER

6 Koordinasi  Penyelesaian Permasalahan 

Ekspor Produk KP ke China 

Terselesaikannya kendala ekspor produk 

kelautan dan perikanan Indonesia ke 

Tiongkok

100% 11%

Total Anggaran Komponen ISU STRATEGIS

75% 30%

Dokumen Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan TW III

Anggaran B09

B012 : 

Laporan Capaian Pelaksnaaan Isu Strategis
100% 20%

Laporan Capaian Pelaksnaaan Isu 

Strategis

25% 40%
Dokumen Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan TW I

Anggaran B03

Anggaran B06

Total Anggaran

5 Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak 

udang

Ditindaklanjutinya Kegiatan Revitalisasi 

Kawasan Tambak Udang

B03   : Dokumen Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan TW I

B09   :

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 

TW III

Anggaran B12

75% Dokumen Capaian Target Pembangunan

Anggaran B09

B012 : 

Perkembangan Pembangunan Kota Sofifi
100% 16% Dokumen Pembangunan Ibu Kota Sofifi

4 Koordinasi Pembangunan Ibu Kota Sofifi 

Maluku Utara

Mendorong Penyelesaian Pembangunan Ibu 

Kota Sofifi

Anggaran B06

B09   : 

Monitoring Implementasi Dokumen Teknis 

(Pilihan Kebijakan)

Anggaran B12



Koordinasi rencana kerja sama OceanX dengan BRIN, KESDM, BMKG, PUSHIDROSAL, Kemhan, Kemenhub dan Kemendikbu10.000.000

50.000.000

Rakor pembahasan rencana kegiatan lintas K/L 5.000.000

Rakor persiapan kerjasama Indonesia-OceanX 5.000.000

Rakor finalisasi Draft MOU 5.000.000

Rakor persiapan kunjungan luar negeri 5.000.000

Pelaksanaan kunjungan kapal OceanXplorer di Eropa 45.000.000

Pelaksanaan penandatangan MoU 5.000.000

Rakor finalisasi IA (Detail kegiatan 2023) 5.000.000

75.000.000

Rakor pelaksanaan kerjasama OceanX 5.000.000

Dukungan Kegiatan Symposium Ekplorasi Laut Dalam 

pada Kegiatan AIS
10.000.000

Pelaksanaan Lecture University/School Tours, 

Webinar/Seminar
10.000.000

25.000.000

Rakor finalisasi kegiatan 2023 20.000.000

Dukungan pelaksanaan COP-28 15.000.000

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 15.000.000

50.000.000

100% 200.000.000 100%

Rapat Internal dan Koordinasi Pembahasan Ocean20 10.000.000

Rapat Penyusunan Timeline persiapan forum Ocean20 2023 20.000.000

30.000.000

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Output Ocean20 25.000.000

Rapat Koordinasi Persiapan O20 di India 25.000.000

Rapat Persiapan Pertemuan/ Diplomasi terkait Ocean20 kepada 

Pemerintah India
25.000.000

Advokasi Ocean20 pada G20 di India dengan Pemerintah India
25.000.000

100.000.000

Side Event Ocean20 150.000.000

Pertemuan G20 Leader Summit

150.000.000

Menghadiri Conference of Parties (Cop) 28 to the UNFCCC

75.000.000

Menghadiri World Economic Forum 2023 75.000.000

450.000.000

Rapat Evaluasi Forum Ocean20

50.000.000

Penyusunan Laporan Evaluasi Kebijakan
20.000.000

70.000.000

650.000.000

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Satgas Sawit yang terdiri 

dari 6 Pokja, yaitu: (1) Database, (2) Self Reporting dan Diskusi tentang usulan Pokja dan permintaan tanggapan dari 

K/L yang terdaftar di Keputusan Presiden maupun K/L yang Permintaan usulan nama-nama tim teknis Pokja dari K/L yang 

terdaftar di Keputusan Presiden maupun K/L yang terkaitRekonsiliasi data HGU dengan ATR/BPN dan BPKP

Rekonsiliasi data IUP dengan Kementan dan BPKP

Rekonsiliasi data ILOK dengan BPKP

Rekonsiliasi data Sawit dalam Kawasan Hutan dengan KLHK

Pemutakhiran citra satelit sebagai monitoring tutupan kelapa sawit

69% Laporan Pelaksanaan Ocean 20

Anggaran B09

B012 : 

Tersusunnya draft MOU Ocean20

100% 11%

Draft MOU Ocean 20

25% 5%
Dokumen Draft Timeline Persiapan Forum 

Ocean 20

Anggaran B03

B06   : 

Tersusunnya agenda pembahasan forum 

Ocean 20
50% 15% Agenda Pembahasan Forum Ocean 20

Total Anggaran Komponen ISU STRATEGIS

8 Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama 

Ocean20 sebagai Forum Kelautan Global 

G20

Didiorongnya Kerja Sama Ocean 20 sebagai 

Forum Kelautan Global G20

B03   : 

Tersusunnya draft timeline persiapan forum 

Ocean 20 

Anggaran B06

B09   : 

Terlaksananya Forum Ocean20 sebagai 

engagement group pada Forum G20

Anggaran B12

75%

75%

Dokumen pelaksanaan kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

25% 25%
Dokumen draf MOU dan IA Kerjasama 

Indonesia-OceanX

Anggaran B03

Terlaksananya pelaksanaan 

penandatangan kerjasama

50% 38%

Dokumen pelaksanaan penandatangan 

kerasama

7 Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan 

OceanX

Ditindaklanjutinya Kerja Sama Penelitian 

Riset Kelautan OceanX

Tersusunnya Draft MOU dan IA 

Kerjasama Indonesia-Ocean X

Anggaran B06

Terlaksananya kegiatan monitoring dan 

evaluasi kerja sama

Anggaran B12

13%
Dokumen pelaksanaan kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

Anggaran B09

Terlaksananya kegiatan monitoring dan 

evaluasi kerja sama 100% 25%

9 Tata kelola Sawit 1. Terlaksanakannya rekonsiliasi data 

sehingga Satgas memiliki 1 database yang 

menjadi acuan

2. Terlaksanakannya Self Reporting

3. Upaya implementasi UUCK Pasal 110A 

dan 110B

B03:

Pembentukan Pokja dan Penerbitan SK Tim 

Teknis
25% Dokumen SK Pokja Tim Teknis

B06 :

Terlaksanakannya rekonsiliasi data 

sehingga Satgas memiliki 1 database yang 

menjadi acuan dalam bekerja
50% Dokumen Rekonsiliasi Data



Konferensi Pers tim pengarah dan pelaksana kepada 

masyarakat bahwa Satgas telah terbentuk atas arahan Pak Sosialisasi kepada perusahaan maupun subyek hukum agar 

melakukan self reportingMelakukan percepatan audit sistem SIPERIBUN sebagai 

platform self reporting bersama dengan BSSN dan KementanMelakukan percepatan agar K/L dapat melaksanakan 

pemanggilan serta tindak lanjut perusahaan atas selisih Diskusi implementasi dari Undang Undang Cipta Kerja Pasal 

110A dan 110B dalam upaya penyelesaian sawit dalam KHPembuatan Surat Edaran Satgas terkait dengan SOP self 

reporting dan pemanggilan Analisa dan perbaikan dari kebijakan di K/L atas penerbitan izin 

tata kelola sawit di sektor hulu

B03   : 

Dokumen Kegiatan Program Lingkup Deputi 

Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Program Lingkup 

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
30% #DIV/0!

Dokumen Program Lingkup Deputi Bidang 

Koordinasi SUmber Daya Maritim TA 2022 

dan 2023

0

Rapat Koordinasi Pengisian LKE SAKIP Lingkup Deputi Bidang 

Koordinasi Sumber Daya Maritim  TA 2023

Rapat Validasi Pengisian LKE SAKIP Lingkup Deputi Bidang 

Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023

0

Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan SAKIP Lingkup Deputi 

Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023

Rapat Finalisasi Penilaian SAKIP Lingkup Deputi Bidang 

Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023

0

0

CAPAIAN KEGIATAN % KEGIATAN ANGGARAN

Rapat Evaluasi Pelaksanaan RB Deputi Bidang Koordinasi 

Sumber Daya Maritim TA 2022

Rapat Finalisasi Penyusunan SK Tim Pokja RB Deputi Bidang 

Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023

Rapat Identifikasi Permasalahan perihal RB Lingkup Deputi 

Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023

Rapat Penyusunan Draft Rencana Kerja RB Lingkup Deputi 

Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023

Rapat Finalisasi Rencana Kerja RB Lingkup Deputi Bidang 

Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023

Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Semester 1 

Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 

2023

0

Pengisian LKE RB Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya 

Maritim TA 2023

Rapat Pemantauan Penyediaan Dokumen Data Dukung RB 

Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim  TA 

2023 Tahap Awal

Rapat Validasi LKE RB Deputi BIdang Koordinasi Sumber Daya 

Maritim TA 2023

0

Rapat Tindak Lanjut Validasi LKE RB Deputi Bidang Koordinasi 

Sumber Daya Maritim TA 2023

Rapat Finalisasi Dokumen Data Dukung RB Deputi Bidang 

Koordinasi Sumber Daya MAritim TA 2023

Rapat Finalisasi Berita Acara Pelaksanaan RB Lingkup Deputi 

BIdang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023

0

0

Screenshoot Pelaporan Data Dukung RB 

TA 2023 pada Web e-RB Kemenko 

Marves

Anggaran B06

Anggaran B09

100%

SK dan Rencana Kerja RB Lingkup Deputi 

Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 

TA 2023

Draft LKE RB Deputi Bidang Koordinasi 

SUmber Daya Maritim TA 2023

Catatan Validasi LKE RB Deputi Bidang 

Koordinasi Sumber Daya Maritim

B03   :

Dokumen SK dan Rencana Kerja RB 

Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber 

Daya Maritim TA 203

B06   : 

Tersusunnya Draft LKE RB Deputi Bidang 

Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023

B09 : 

Tersedianya Dokumen Data Dukung RB 

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya 

Maritim sesuai dengan yang ditetapkan 

Anggaran B03

B06   : 

Dokumen Usulan LKE SAKIP Lingkup 

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya 

Maritim TA 2023

30%

% ANGGARAN

IKU : Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

1

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi 

Sumber Daya Maritim

Tercapainya Nilai SAKIP Deputi Bidang 

Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023 

sesuai dengan target yang ditetapkan

1 Dokumen RB Lingkup Deputi Bidang 

Koordinasi Sumber Daya Maritim 

Tersusunnya Dokumen RB Lingkup Deputi 

Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 

KRITERIA KEBERHASILAN
TARGET

Anggaran B12

Anggaran B06

B09   : 

Dokumen Capaian Nilai SAKIP Lingkup 

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya 

Maritim TA 2023

40%

30%

60%

Anggaran B09

IKU : Persentase Dokumen RB Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang dapat disediakan tepat waktu

No. JUDUL KINERJA EVIDENCE

Dokumen LKE SAKIP Lingkup Deputi 

Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 

TA 2023

Dokumen Surat Penilaian SAKIP Lingkup 

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya 

Maritim TA 2023

9 Tata kelola Sawit 1. Terlaksanakannya rekonsiliasi data 

sehingga Satgas memiliki 1 database yang 

menjadi acuan

2. Terlaksanakannya Self Reporting

3. Upaya implementasi UUCK Pasal 110A 

dan 110B

B09 :

Self Reporting dan Pemanggilan
75% Dokumen Self Reporting

B12 :

Diskusi alur kerja dan dasar hukum 100% Dokumen Koordinais Alur Kerja



Mochammad Firman Hidayat


